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SURAKARTA TAHUN 2016  
(Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011) 
ABSTRAK 
Lembaga Zakat Infaq dan Ṣadaqah Muhammadiyah Pimpian Daerah 
Muhammadiyah  Surakarta merupakan salah satu LAZ yang melayani 
penerimaan, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, infak, dan 
sedekah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
Zakat merupakan salah satu kebijakan fiskal dalam Islam yang berupaya 
untuk meningkatkan kesejahteraan bagi umat Islam. Pengelolaan zakat yang 
dilakukan oleh BAZNAS ataupun LAZ diatur oleh peraturan Pemerintah 
Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan 
Zakat sebagai acuan dasar dalam menghimpun, mendistribusikan dan 
mendayagunakan zakat. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk 
meneliti dan menganalisa bagaimana praktik pengelolaan zakat berupa 
penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Lembaga Zakat Infaq 
dan Ṣadaqah Muhammadiyah Pimpian Daerah Muhammadiyah  Surakarta 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penghimpunan, 
pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Lembaga Zakat Infaq dan Ṣadaqah 
Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surakarta berdasarkan Undang-Undang 
Nomor. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Penelitian ini merupakan 
jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data 
diperoleh dari hasil wawancara dengan Direktur Pelaksana Lembaga Zakat Infaq 
dan Ṣadaqah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surakarta, dan dokumentasi 
berupa dokumen-dokumen LAZISMU PDM Surakarta. Analisis data 
menggunakan analisis evaluatif yang mengambarkan tentang pelaksanaan 
penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di LAZISMU PDM 
Surakarta yang selanjutnya memberikan penilaian menurut Undang-Undang No. 
23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. 
Pelaksanaan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di 
LAZISMU PDM Surakarta sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 
2011 Tentang Pengelolaan Zakat, meskipun menurut peneliti dalam 
pengalokasian dana zakat dalam kegiatan pendistribusian dana zakat masih ada 
kekeliruan dalam menempatkan alokasi anggran dana untuk mustahiq, tetapi tidak 
merubah esensi dari pendistribusian dana zakat itu sendiri. Adapun 
pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh LAZISMU PDM Surakarta 
kebanyakan di dayagunakan pada kegiatan konsumtif dan kegiatan menuju usaha-
usaha produktif, dan minim mendayagunakan dana zakatnya pada kegiatan 
produktif. 
 
Kata kunci: Pengelolaan, Zakat, LAZISMU PDM Surakarta, Undang-







 Institute of Zakat Infaq and Ṣadaqah Muhammadiyah Pimpian Daerah 
Muhammadiyah Surakarta is one of the LAZ that serves the acceptance, 
collection, distribution, utilization of zakat, infak, and alms in order to improve 
the welfare of the community. 
 Zakat is one of the fiscal policies in Islam that seeks to improve the 
welfare of Muslims. The management of zakat by BAZNAS or LAZ is regulated by 
the Government of Indonesia regulation No. 23 of 2011 on the Management of 
Zakat as a basic reference in collecting, distributing and utilizing zakat. Based on 
the description of the authors are interested to examine and analyze how the 
practice of zakat management in the form of collection, distribution and 
utilization of zakat in the Institute of Zakat Infaq and Ṣadaqah Muhammadiyah 
Pimpian Daerah Muhammadiyah Surakarta based on Law No. 23 of 2011 on 
Management of Zakat. 
 This study aims to determine the implementation of the collection, 
distribution and utilization of zakat in the Institute of Zakat Infaq and Ṣadaqah 
Regional Leadership Muhammadiyah Surakarta based on Law Number. 23 Year 
2011 About Zakat Management. This research is a type of field research (field 
research) with a qualitative approach. The data were obtained from interviews 
with the Managing Director of Zakat Infaq Institution and Ṣadaqah Regional 
Leader of Muhammadiyah Surakarta, and documentation of LAZISMU PDM 
Surakarta documents. The data analysis uses evaluative analysis which describes 
the implementation of accumulation, distribution and utilization of zakat in 
LAZISMU PDM Surakarta which furthermore gives assessment according to Law 
no. 23 Year 2011 on Management of Zakat. 
 The implementation of the collection, distribution and utilization of 
zakat in LAZISMU PDM Surakarta is in accordance with the Law no. According 
to the researcher in the allocation of zakat funds in the distribution of zakat funds 
there is still a mistake in placing the allocation of funds for mustahiq funds, but 
not change the essence of the distribution of zakat funds itself. The utilization of 
zakat by LAZISMU PDM Surakarta mostly in the use of consumptive activities 
and activities toward productive efforts, and minimal utilizing zakat funds on 
productive activities. 
 





1.1 Latar Belakang Masalah 
Dilihat dari segi pembangunan kesejahteraan umat, zakat adalah 
ibadah mᾱliyah ijtima’iyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan 
menentukan. Sebagai suatu ibadah yang pokok, zakat sangat asasi dalam Islam 
dan termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari lima rukun Islam.  
Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, maka pemerintah 
mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 
yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang 
Pengelolaan Zakat. Bersadarkan Undang-Undang zakat tersebut yang 
dimaksud pengelolaan zakat ialah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan 




Lembaga Zakat Infaq dan Ṣadaqah Muhammadiyah Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Surakarta merupakan jejaring dari LAZISMU Pusat dengan 
kedudukan sebagai kantor cabang yang beralamat di jalan Teuku Umar Nomor 
5 Keprabon Surakarta.  
Dana zakat yang dikelola dengan baik dan benar akan menciptakan 
kesejahteraan di masyarakat terkhusus kaum duafa yang mengalami kesulitan 
dalam masalah perekonomian.  
Atas dasar itulah penyusun berkeinginan untuk melakukan penelitian 
skripsi mengenai bagaimana pengelolaan terkait penghimpunan, 
pendistribusian dan pendayagunaan zakat dangan judul Pengelolaan Zakat Di 
Lembaga Zakat Infaq dan Ṣadaqah Muhammadiyah Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Surakarta Tahun 2016 (Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2011). 
1.2 Rumusan Masalah 
Bagaimana pelaksanaan penghimpunan, pendistribusian dan 
pendayagunaan zakat di Lembaga Zakat Infaq dan Ṣadaqah Pimpinan Daerah 
                                                             
1
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, 
Pasal 1 ayat (1) 
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Muhammadiyah Surakarta jika ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 
2011 Tentang Pengelolaan Zakat? 
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
Secara umum tujuan penelitian ini ialah untuk turut serta 
memberikan kontribusi peneliti terhadap wacana, pemikiran kajian dan 
praktik perberdayaan ekonomi umat melalui pengelolaan zakat. 
Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pelaksanaan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat 
di Lembaga Zakat Infaq dan Ṣadaqah Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Surakarta berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 
2011 Tentang Pengelolaan Zakat. 
1.3.2 Manfaat Penelitian 
Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan banyak 
manfaat baik bagi praktisi maupun akademisi diantaranya: 
1.3.2.1 Bagi penulis, peneliti dapat memperoleh pengalaman dan 
wawasan yang luas dalam mengelola zakat Infaq dan 
Ṣadaqah, serta sebagai sarana pengembangan dan pelatihan 
diri dalam penyampaian serta penerapan ilmu pengetahuan 
yang telah diperoleh selama berada di bangku perkuliahan. 
1.3.2.2 Bagi akademisi diharapkan dari hasil penelitian ini dapat 
memberi sumbangsih pemikiran sebagai bahan informasi atau 
rujukan bagi berbagai kalangan yang hendak melakukan 
penelitian selanjutnya atau untuk mengetahui secara 
mendalam bagaimana proses pelaksanaan  pengelolaan zakat 
Infaq dan Ṣadaqah. 
1.3.2.3 Adapun bagi Lembaga Zakat Infaq dan Ṣadaqah Pimpinan 
Daerah Muhammadiyah Surakarta, penelitian ini dapat 
dijadikan sebagai catatan dan korelasi dalam 




1.4 Tinjauan Pustaka 
Untuk menunjukan orsinilitas penulis perlu menunjukkan hasil 
penelitian yang berkaitan dengan judul dan masalah yang akan penulis teliti. 
Beberapa penelitian yang terkait dengan masalah yang akan penulis angkat, 
antara lain:  
1.4.1 Muhammad Husni Assiba‟i ( Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi 
Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016), Tinjauan Hukum 
Islam Terhadap Pelaksanaan Distribusi Zakat Pada Bmt Amanah 
Ummah Kartasura Tahun 2014”. 
1.4.2 Mizani Akmal (Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 
Universitas Muhammadiyah surakarta, 2016), Pelaksanaan Pengelolaan 
Zakat Profesi di Bmt Amanah Ummah Kartasura  (Tinjauan Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2011)”. 
1.4.3 Arif Rahmatullah Jamil  (Mahasiswa Fakultas Agama Islam Program 
Studi Muamalat Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013), 
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pengelolaan Zakat 
Amwal (Studi kasus pada BAPELURZAM Cabang Rowosari Daerah 
Kendal)”. 
1.5 Kerangka Teoritik 
1.4.4 Pengertian Zakat 
Kata Zakat merupakan nama dari sesuatu hak Allah yang 
dikeluarkan seseorang kepada fakir-miskin. Dinamakan zakat 
dikarenakan mengandung harapan untuk mendapatkan berkah, 
membersihkan dan memupuk jiwa dengan berbagai kebaikan. 
Adapun asal makna zakat secara lisan Arab, zakat (Al Zakat) 
ditinjau dari sudut bahasa adalah tumbuh, berkah dan terpuji. Allah swt 
berfirman:  
“Ambillah (sebagian) dari harta mereka menjadi sedekah (zakat), 
dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka...”(At-




                                                             
2
 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah  (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), Jilid 1, hlm. 497. 
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Zakat secara istilah adalah nama suatu ibadah wajib yang 
dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta 
milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang 
ditentukan syariat Islam.
3
 Sedangkan menurut Undang- Undang 
Nomor 23 Tahun 2011 Tentang  Pengelolaan  Zakat,  mendefinisikan 
zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau 




1.4.5 Macam-Macam Zakat 
1.4.5.1 Zakat Fitri 
Zakat fitri adalah zakat yang berfungsi sebagai 
penyucian jiwa, yang pengeluaranya wajib dilakukan oleh 
setiap muslim yang memiliki kelebihan dari keperluan 
keluarga. Zakat fitri biasanya dikeluarkan pada bulan 
Ramadhan sebelum shalat „Id yang terdiri dari makanan-




1.4.5.2 Zakat Mᾱl 
Zakat Mᾱl adalah zakat yang dikenakan atas harta 
yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat 
dan ketentuan yang telah ditetapkan. Sesuatu dapat 
dikatakan zakat manakala memenuhi dua syarat: (1) dapat 




1.4.6 Definisi Pengelolaan Zakat  
Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,  dalam Undang-Undang 
tersebut dijelaskan yang dimaksud dengan pengelolaan zakat ialah : 
                                                             
3
 Elsi Kartika Sari, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf (Jakarta: PT Grasindo, 2007), 
hlm. 10. 
4
 Ibid.  pasal 1 ayat (2). 
5
Ibid., hlm. 12. 
6
Ibid., hlm. 13. 
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“kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam 
pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
7
 Dalam 
pelaksanaan  pengelolaan zakat, BAZNAS dan LAZ harus berasaskan 
pada syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, 
terintegrasi dan akuntabilitas.”8 
Dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat teradapat 
tiga aspek utama dalam pengelolaan zakat yaitu: 
1.4.6.1 Pengumpulan 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 
pengumpulan ialah proses mengumpulkan, menghimpun, 
dan pengerahan.
9
 Pengumpulan zakat sendiri menurut 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ialah : “muzakki 
melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban zakatnya, 
apabila dia tidak dapat menghitung sendiri kewajiban 
zakatnya, maka muzakki dapat meminta bantuan 
BAZNAS.
10
 Zakat yang bibayarkan oleh muzakki kepada 
BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena 
pajak.
11
 BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti 
setoran zakat kepada muzakki.”12 
Pengumpulan zakat pada zaman Rasulallah dilakukan 
dengan cara mengumpulkan zakat perorangan dan 
membentuk panitia pengumpulan zakat.
13
 Setelah 
Rasulallah SAW wafat, para Khalifah membuat baitul mᾱl 
sebagai tempat pengumpulan harta zakat, jadi masyarakat 
                                                             
7
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, 
Pasal 1 ayat (1) 
8
 Ibid.  Pasal 2. 
9
 Yufid.Org,  Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 10 April 
2017 pukul 11.36 WIB. 
10
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan 
Zakat, Pasal 21 ayat (1-2) 
11
 Ibid, Pasal 22 
12
 Ibid, Pasal 23 
13
  Muhammad, Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer (Jakarta: 
Salemba Diniyah, 2002), hlm. 34. 
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menyerahkan hartanya langsung kepada khalifah atau 
utusannya yang kemudian di tampung di baitul mᾱl  yang 
kemudian disalurkan kepada masyarakat miskin.  
Sementara itu, di zaman modern ini organisasi 
pengelolaan zakat yang tidak berbasis pada perbankan, 
mereka menghimpun dana zakat dengan memungut zakat 
baik secara langsung maupun tidak langsung dari 
masyarakat. Cara-cara yang digunakan meliputi pembukaan 
konter-konter penerimaan zakat, pemasangan iklan pada 
media massa, korespondensi, kunjungan dari rumah ke 




Ialah proses, cara dan perbuatan menyalurkan  atau 
membagikan hal berupa barang apa saja yang akan 
didistribusikan.
15
 Undang-Undang No 23 tahun 2011 
menerangkan bahwa :  
“Zakat haruslah didistribusikan kepada mustahik sesuai 
dengan syariat Islam dan dilakukan berdasarkan skala 
prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, 
keadilan, dan kewilayahan.”16 
 
Didalam pendistribusian zakat, dibagi menjadi dua yaitu 




Dalam pendistribusian dana zakat kepada mustahiq apabila 




                                                             
14
 Umrotul Khasanah, Manajemen Zakat Modern (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010), 
hlm. 178. 
15
 Yufid.Org,  Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 10 April 
2017 pukul 11.49 WIB 
16
 Ibid, Pasal 25-26 
17
 Garry Nugraha Winata, Pengaruh Usaha Produktif  Terhadap Keuntungan Usaha 
Mustahiq Pemberi Zakat (Studi Kasus BAZ Kota Semarang), skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi 




1.4.6.2.1 Program meminimalkan kekafiran, mencakup: pemenuhan 
kebutuhan pokok, pendidikan keterampilan, penciptaan 
lapangan kerja. 
1.4.6.2.2 Program meminimalkan kemiskinan, mencakup: anggaran 
bimbingan penyuluhan usaha, anggran subsidi modal kerja 
bagi yang memiliki keterampilan dan alat produksi, 
pengembangan usaha dengan partisipasi modal zakat. 
1.4.6.2.3 Anggaran rutin organisasi untuk kehidupan yang layak bagi 
karyawan dan pegawai / ᾱmil zakat. 
1.4.6.2.4 Anggaran pendidikan dan dakwah untuk menegakkan 
keimanan para mukallaf.  
1.4.6.2.5 Anggaran kemanusiaan untuk menghilangkan penjajahan, 
penindasan manusia oleh manusia, memerdekakan budak 
dan menegakkan keadilan. 
1.4.6.2.6 Anggaran pembebasan dan menghilangkan exsploitasi 
ekonomi rentenir, ikatan ekonomi, dan utang-utang, menuju 
kemerdekaan ekonomi. 
1.4.6.2.7 Anggaran pembelanjaan agama dan negara, pengembangan 
ilmu dan teknologi untuk ke-maslahatan umum. 
1.4.6.2.8 Anggaran bagi ibnu sabῑl, kesulitan dalam perjalanan, 
menuntut ilmu (beasiswa) dan lain-lain program khusus, 
yang sangat memerlukan pemecahan mendesak. 
Menurut perspektif Hasbi Ash Shiddieqi seperti yang dikutip 
dalam jurnal Syahril Jamil  bahwa : “prioritas penerima zakat, 
mustahik atau delapan asnaf zakat, faqir, miskin, Ᾱmil in, mu’allaf, 
riqᾱb, gᾱrim, fῑ sabῑlillah, dan ibnu sabῑl merupakan kelompok orang 
yang harus diberdayakan, baik dari segi kehidupan dan status sosialnya 
dengan prioritas faqir dan miskin. Teknis pemberdayaannya khususnya 
faqir dan miskin dapat dilakukan dalam bentuk pemeberian modal 
                                                                                                                                                                      
18 Muhammad, Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer (Jakarta: 
Salemba Diniyah, 2002), hlm. 22. 
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kerja atau usaha, pinjaman lunak tanpa bunga, pendidikan, pelatihan 
dan keterampilan seperti kursus-kursus dan lain sebagainya.”19 
1.4.6.3 Pendayagunaan 
Ialah pengusahaan agar mendatangkan hasil dan manfaat 
dari sesuatu yang dimanfaatkan.
20
 Undang-Undang No 23 tahun 
2011 menjelaskan : “zakat dapat didayagunakan untuk usaha 
produktif dalam rangka penanganan  fakir miskin dan 
peningkatan kualitas umat.”21 
Darsa wijaya mengutarakan bahwa :“dana zakat untuk 
kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan 
Lembaga Ᾱmil  Zakat, karena LAZ sebagai organisasi yang 
terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan 
pendistribusian dana zakat, LAZ tidak memberikan dana zakat 
begitu saja, melainkan mendampingi, memberikan pengarahan 
serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan 
modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh 
pendapatan yang layak dan mandiri.”22 
Selama ini kegiatan pendayagunaan dana zakat secara 
umum yang dilakukan oleh BAZ dan LAZ mencakup kegiatan 
jangka panjang dan jangka pendek di bidang produksi, 
konsumsi maupun program sosial kemasyarakatan. Sementara 
itu, pendayagunaan dana zakat untuk tujuan usaha-usaha 
produktif tampaknya lebih dititikberatkan pada satu titik pusat 
pemberdayaan melalui sejumlah program sebagai berikut: 
1.4.6.3.1 Pembinaan dan penyuluhan sosial ekonomi dan 
teknik usaha. 
                                                             
19 Syahril Jamil, “Prioritas Mustahiq Zakat Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash 
Shiddieqy”, Istinbath, Vol. 15. No. 2 (Juni, 2015), hlm.157-158. Diakses pada tanggal  5 Juni 2017 
pukul 14.27 WIB. 
20
 Yufid.Org,  Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 10 April 
2017 pukul 12.16 WIB 
21
 Ibid, Pasal 27 ayat (1) 
22
 Darsa Wijaya, “Zakat dan Wakaf dalam Perspektif Ekonomi Islam”, ZISWAF, Vol.II 
No. II (Januari, 2015), hlm.284. Diakses pada tanggal  5 Juni 2017 pukul 13.05 WIB. 
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1.4.6.3.2 Bantuan beasiswa dan beaguru 
1.4.6.3.3 Pelatihan keterampilan. 
1.4.6.3.4 Perawatan kesehatan dan pembiayaan pengobatan. 
1.4.6.3.5 Pembangunan sarana pendidikan. 
1.4.6.3.6 Pembiayaan usaha produktif. 
1.4.6.3.7 Penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan 
usaha. 
1.4.6.3.8 Pengembangan investasi pada proyek tertentu. 
Dalam skala lebih luas, dana zakat disalurkan juga pada 
program-program yang bersifat sosial-konsumtif dan sosial-
investasi.
23
 Secara umum tujuan pengelolaan zakat bertujuan 
untuk:
24
 Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan 
dalam pengeloaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk 
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan 
kemiskinan. 
1.4.6.4 Dasar Hukum Pengelolaan Zakat 
1.4.6.4.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  23 
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang 
merupakan hasil amandemen dari Undang-
Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang 
Pengelolaan Zakat. 
1.4.6.4.2 Al-Qur‟an At-Taubah (9) ayat 103, AD-
Dzariyat (51) ayat 19, At-Taubah (9) ayat 60 
dan hadis riwayat Bukhori Nomor 4.199. 
 
2. METODE  
2.1 Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah 
penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian secara rinci satu subjek 
                                                             
23 Umrotul Khasanah, Manajemen Zakat Modern (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010), 
hlm. 199. 
24
 Ibid.  Pasal 3. 
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tunggal, satu kumpulan dokumen, atau satu kejadian tertentu. Penelitian ini 
merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan di Lembaga Zakat Infaq dan 
Ṣadaqah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surakarta guna mendapatkan 
data-data yang dibutuhkan. 
2.2 Pendekatan Penelitian 
Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu 
penelitian yang mengamati suatu objek penelitian dan kemudian menjelaskan 
apa yang diamatinya.
25
 Data deskripsi berupa kata-kata dalam bentuk tulisan 
dalam artian peneliti akan menggambarkan secara sistematik dan akurat 
mengenai fakta pelaksanaan pengelolaan zakat di Lembaga Zakat Infaq dan 
Ṣodaqoh Muhammadiyah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surakarta. 
2.3 Metode Pengumpulan Data 
2.3.1 Wawancara 
Wawancara (interview) ialah suatu cara pengumpulan data dengan 
mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) 
kepada responden terhadap data yang dibutuhkan, dan jawaban-jawaban 




Dokumentasi merupakan sebuah cara dimana peneliti mencari data 
mengenai hal-hal yang berupa transkip, foto kegiatan, majalah, dan lain 






2.3.3 Analisi Data 
Dalam menganalisis data peneliti mengunakan metode evaluatif . 
Peneliti akan mengambarkan tentang pelaksanaan Pengelolaan zakat di 
LAZISMU PDM Surakarta selanjutnya peneliti memberikan penilaian 
                                                             
25
 Morissan, Metode penelitian Survei (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 37 
26
Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang 
Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial lainnya  (Bandung: PT. Remaja RosdaKarya, 1998), hlm. 67 
27
Ibid., hlm. 153. 
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menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang 
Pengelolaan zakat. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Analisis Penghimpunan Zakat LAZISMU PDM Surakarta 
Pada tataran praktiknya, terdapat dua cara penghimpunan dana zakat 
yang dilakukan oleh LAZISMU PDM Surakarta.  
3.1.1 Klasik  
Beberapa kegiatan penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh 
LAZISMU PDM Surakarta ialah penghimpunan dana zakat melalui 
layanan jemput zakat 24 jam dan layanan penerimaan zakat dengan 
membuka konter penerimaan zakat yang berlokasi di kantor 
LAZISMU PDM Surakarta. Kegiatan penghimpunan semacam ini 
sama seperti praktik yang dilakukan pada masa Rasulallah SAW dan 
Khalifah. 
Pada zaman Rasulallah SAW pengumpulan zakat dilakukan 
dengan cara mengumpulkan zakat perorangan yang dilakukan oleh 
panitia pengumpul zakat, mereka mendatangi dan mengambil tiap 
kewajiban zakat dari masyarakat yang mempunyai kewajiban zakat.  
Setelah wafatnya Rasulallah SAW, para Khalifah membuat baitul 
mᾱl yang berfungsi sebagai tempat penyerahan dana zakat dari 
masyarakat yang selanjutnya akan didistribusikan kepada kaum duafa. 
LAZISMU PDM Surakarta dengan mebuka konter penerimaan zakat 
dapat disamakan dengan baitul mᾱl  pada zaman Khalifah yang 




Seiring dengan berkembangnya zaman, pada zaman modern 
saat ini segala kegiatan lebih cenderung pada kegiatan praktis dan 
berbasis online. Salah satu kegiatan penghimpunan dana zakat yang 
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dilakukan oleh LAZISMU PDM Surakarta ialah dengan layanan 
transfer uang zakat via rekening bank. Kegiatan penghimpunan zakat 
melalui via rekening bank juga telah dimotori oleh BAZNAS sebagai 
badan pengelolaan dana zakat bertarap nasional. Pernyataan ini dapat 
dilihat di bab II halaman 21. 
 Kegiatan ini dapat memudahkan muzakki dalam menyalurkan 
dana zakat tanpa bertemu langsung dengan ᾱmil zakat. Setiap 
pembayaran zakat oleh muzakki, LAZISMU PDM Surakarta selalu 
menyertakan bukti setoran zakat pada muzakki.  
Dari kegiatan penghimpunan dana zakat diatas, penulis 
mendeskripsikan bahwa penghimpunan zakat yang dilakukan oleh 
LAZISMU PDM surakarta dalam operasionalnya sudah sesuai dengan 
praktik yang dilakukan semasa zaman Rasulallah, Khalifah dan 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, 
pernyataan ini sesuai dengan teori yang ditulis oleh penulis pada bab II 
halaman 19-21. 
Kesesuaiannya dengan Undang-Undanga Nomor 23 Tahun 
2011 Tentang Pengelolaan Zakat pada pasal 21 ialah dalam proses 
pemberian zakat oleh muzakki kepada ᾱmil, LAZISMU PDM 
Surakarta secara tidak langsung memberi keleluasaan pada muzakki 
untuk menghitung kewajiban zakatnya dan menyalurkan dana 
zakatnya ke LAZISMU PDM Surakarta. Selain itu juga LAZISMU 
PDM Surakarta menerapkan pernyataan Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pada pasal 22-23, yang mana 
setiap setoran zakat dari muzakki kepada LAZISMU PDM Surakarta 
selalu disertai dengan bukti setoran zakat yang bisa digunakan muzakki 
sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Pernyataan ini dapat dilihat 
pada bab IV halaman 47-48. 
3.2 Analisis Pendistribusian Zakat LAZISMU PDM Surakarta 
3.2.1 Perencanaan Pengalokasian Dana Zakat 
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Pengalokasian dana zakat dalam program kegiatan di LAZISMU PDM 
Surakarta telah direncanakan dan disusun. Perencanaan yang dilakukan 
oleh LAZISMU PDM Surakarta berisi plotingan persentase dana bagi 
asnaf dalam berbagai kegiatan, pernyataan ini dapat dilihat di data 
LAZISMU PDM Surakarta pada bab IV halaman 49-53. 
Dari pemaparan kegiatan yang dilakukan oleh LAZISMU PDM 
Surakarta diatas sudah sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa 
prioritas pendistribusian dana zakat perlu disusun berdasarkan survei awal 
lapangan, baik dari asnaf dan mustahiq, maupun program pemberdayaan 
yang hendak dilaksanakan (ekonomi, pendidikan, dakwah, kesehatan, 
sosial dan lainnya). Pernyataan ini dapat dilihat di Bab II halaman 27. 
Selain itu juga sebelum melakukan kegiatan pendistribusian zakat, 
LAZISMU PDM Surakarta terlebih dahulu melakukan survei lapangan 
baik sacara langsung maupun tidak langsung untuk menilai kelayakan 
calon penerima zakat. Survei secara langsung dan mendatangi calon 
penerima zakat yang mengajukan bantuan dana zakat diharapkan dana 
zakat dapat tersalurkan secara optimal dan tepat sasaran. Begitu pula 
dengan melakukan kegiatan penilain secara tidak langsung LAZISMU 
PDM Surakarta yang bekerjasama dengan Dewan Pengurus Mesjid 
setempat yang akan dilaksanakan pendistribusian zakat semata-mata 
menghindari ketidak jujuran sebagian oknum masyarakat, dan zakat pun 
dapat tersalurkan secara optimal dan tepat sasaran. Pernyataan ini dapat 
dilihat di bab IV halaman 53-55. 
3.2.2 Penerima Dana Zakat 
Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh LAZISMU PDM Surakarta 
pada bab IV halaman 55-59 sudah sesuai dengan apa yang tercantum 
dalam Al-Qur‟an surat At-Taubah (9) ayat 60 dan Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pada pasal 25 yang 
menyatakan bahwa zakat harus dialokasikan pada fakir, miskin, ᾱmil, 
mu’allaf, hamba sahaya,gᾱrim, sabῑlillah dan ibnu sabῑl. Pernyataan ini 
sesuia dengan teori yang tercantum pada bab II halaman 22 dan 24. 
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Dalam penyaluran dana zakat kepada hamba sahaya, Dewan Syari‟ah 
LAZISMU PDM Surakarta menyamakan hamba sahaya dengan asnaf 
fakir-miskin yang dilihat dari segi ketidak mampuan mereka dalam 
memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, karena pemberian zakat untuk 
hamba sahaya tetap akan ada tercantum dalam Al-Qur‟an samapai akhir 
zaman, maka LAZISMU PDM Surakarta tetap mengalokasikan dana 
zakatnya untuk hamba sahaya meski dalam penyalurannya disamakan 
dengan asnaf fakir-miskin. 
Penulis mendeskripsikan bahwa tafsiran yang dilakukan oleh Dewan 
Syari‟ah LAZISMU PDM Surakarta boleh saja dilakukan karena tidak 
keluar dari batasan ayat Al-Qur‟an dan tidak mengubah dari esensi 
penyaluran dana zakat untuk kemaslahatan umat. Pernyataan ini sesuai 
dengan teori yang tercantum pada bab II halaman 24 yang menyatakan 
bahwa walaupun dalam perkembangan penafsiran terhadap delapan asnaf 
mengalami perluasan makna karena menyesuaikan dengan perkembangan 
situasi dan kondisi modern, tetapi tidak boleh terlepas dari batasan ayat 
tersebut. 
3.2.3 Bentuk Pendistribusian zakat untuk Asnaf 
Dana zakat yang didistribusikan oleh LAZISMU PDM Surakarta 
kepada delapan asnaf berupa: 
3.2.3.1 Fakir,miskin dan hamba sahaya 
Dana zakat yang diberikan kepada asnaf ini berupa pemenuhan 
kebutuhan sembilan pokok, biaya pendidikan (beasiswa), 
kesehatan dan bantuan berupa mobil layanan umat. Pernyataan ini 
dapat dilihat di bab IV halaman 55. Menurut penulis, bentuk 
pendistribusian yang dilakukan oleh LAZISMU PDM Surakarta 
sudah sesuai dengan teori tentang sifat mobilitas anggaran dana 
zakat.  
Pemberian dana zakat dalam bentuk pemenuhan kebutuhan 
pokok yang didistribusikan oleh LAZISMU PDM Surakarta dalam 
sifat mobilitas anggaran dana zakat dapat dikelompokan pada 
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program meminimalkan kekafiran. Pemberian beasiswa pendidikan 
dapat dikelompokan pada anggaran pendidikan dan dakwah untuk 
menegakkan keimanan para mukallaf. Pernyataan ini dapat dilihat 
di bab II halaman 24-25. Sedangkan pemberian layanan kesehatan 
dapat dikelompokan pada kegiatan pendayagunaan dana zakat 
untuk tujuan usaha-usaha produktif yaitu berupa perawatan 
kesehatan dan pembiayaan pengobatan. Karena dengan raga yang 
sehat, maka manusia dapat memanfaatkan kesehatannya untuk 
melakukan kegiatan yang bersifat produktif. Pemaparan ini dapat 
dilihat di bab II halaman 30. 
3.2.3.2 Ᾱmil 
LAZISMU PDM Surakarta mendistribusikan dana zakat pada 
asnaf ini berupa pemberian honor dan pelatihan kader ᾱmil. 
Pernyataan ini dapat dilihat pada bab IV halaman 58. Menurut 
penulis pemberian dana zakat berupa honor sudah sesuai dengan 
apa yang dijelaskan dalam Al-Qur‟an bahwa ᾱmil memperoleh 
bagian dari zakat. Para ᾱmil diberi upah sesuai dengan 
pekerjaanya, tidak terlalu kecil dan juga berlebihan. Pernyataan ini 
dapat dilihat di bab II halaman 35. Pemberian honor juga masuk 
pada sifat mobilitas anggaran dana zakat yang dikelompokan pada 
anggaran rutin organisasi untuk kehidupan yang layak bagi 
karyawan dan pegawai / ᾱmil zakat. Pernyataan ini dapat dilihat di 
bab II halaman 25. 
Namun dana zakat yang dialokasikan pada kegiatan pelatihan 
kader ᾱmil menurut penulis kegiatan tersebut belum sesuai dan 
tepat sasaran. Seharusnya kegiatan tersebut dananya diambil dari 
pengalokasian dana untuk sabῑlillah dan bukan diatas namakan 
untuk kegiatan ᾱmil, namun untuk kegiatan sabῑlillah. Kegiatan 
pelatihan kader ᾱmil bisa dikelompokan pada sifat mobilitas 
anggaran dana zakat berupa anggaran pembelanjaan agama dan 
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negara, pengembangan ilmu dan teknologi untuk ke maslahatan 
umat. Pernyataan ini dapat dilihat pada bab II halaman 25.  
Adapun mobil layanan umat,  merupakan sarana fasilitas untuk 
kegiatan ᾱmil dalam melakukan aktifitas pengelolaan zakat, dan 
alokasi dananya dapat diambil dari anggaran pembelanjaan agama 
dan negara, pengembangan ilmu dan teknologi untuk ke 
maslahatan umat. Pernyataan ini dapat dilihat di bab II halaman 
25. 
3.2.3.3 Mu‟allaf 
Dana zakat yang diberikan kepada mu’allaf oleh LAZISMU 
PDM Surakarta berupa pemberian beasiswa bagi anak-anaknya, 
layanan mobil layanan umat berupa layanan kesehatan dan 
pinjaman modal usaha tanpa bunga. Pernyataan ini dapat dilihat di 
bab IV halaman 58.  Pemberian zakat yang diberikan ialah kepada 
mu’allaf yang tergolong sudah masuk Islam. Jadi pemberian 
beasiswa kepada mu’allaf  sudah sesuai  dengan teori sifat 
mobilitas anggaran dana zakat yang dapat dikelompokan pada 
anggaran pendidikan dan dakwah untuk menegakkan keimanan 
para mukallaf. Pernyataan ini dapat dilihat di bab II halaman 25. 
Pemberian zakat melalui program mobil layanan umat juga sudah 
sesuia dengan pendayagunaan dana zakat untuk usaha-usaha 
produktif berupa perawatan kesehatan dan pembiayaan 
pengobatan. Pernyataan ini dapat dilihat di bab II halaman 25.  
Adapun kegiatan pemberian pinjaman modal usaha yang 
diberikan oleh LAZISMU PDM Surakarta menurut penulis belum 
tepat. Penulis setuju dengan perspektif  Hasbi Ash Shiddieqi 
seperti yang dikutip dalam jurnal Syahril Jamil yang menyatakan 
bahwa dana zakat dalam bentuk pemberian modal kerja atau usaha 
dan pinjaman lunak tanpa bunga pengalokasiannya diberikan 




3.2.3.4 Gᾱrim  
Bentuk dana zakat yang diberikan kepada asnaf  ini berupa 
pelunasan hutang tanpa bunga, bantuan berupa mobil layanan umat, 
pengobatan gratis dan bantuan pemberian tambahan nutrisi untuk 
balita. Pernyataan ini dapat dilihat di bab IV halaman 59. 
Pemberian zakat berupa pembebasan hutang yang diberikan oleh 
LAZISMU PDM Surakarta bagi gᾱrim menurut penulis sudah sesuia 
dengan teori sifat mobilitas anggaran dana zakat yang dapat 
dikelompokan pada anggran pembebasan dan menghilangkan 
exsploitasi ekonomi rentenir, ikatan ekonomi, dan utang-utang menuju 
kemerdekaan ekonomi. Pernyataan ini dapat dilihat di bab II halaman 
25. 
Adapun pemberian dana zakat berbentuk mobil layanan umat, 
pengobatan gratis dan bantuan pemberian tambahan nutrisi untuk 
balita yang ditujukan untuk gᾱrim menurut penulis belum tepat, karena 
seharusnya para gᾱrim hanya diberi alokasi dana zakat untuk 
membebaskan mereka dari lilitan hutang yang mengadung riba saja. 
Kalaupun mereka yang berhutang itu masih diberi bantuan selain 
pelunasan utang, dan diberi lagi bantuan berupa mobil layanan umat, 
pengobatan gratis dan bantuan pemberian tambahan nutrisi untuk 
balita, menurut penulis seharusnya mereka di golongkan saja kepada 
golongan fakir-miskin dan diberi bantuan dari dana zakat yang sesuia 
dengan teori sifat mobilitas anggaran dana zakat yang sudah jelas 
adanya. 
3.2.3.5 Sabῑlillah 
Dana zakat yang disalurkan kepada asnaf ini berupa pemberian 
dana insentif kepada guru madrasah, beasiswa kepada pelajar yang 
membutuhkan bantuan dan bantuan operasional berbentuk dana 
bantuan kegiatan majelis atau ortom yang ada di Muhammadiyah. 
selain bantuan tadi, sabῑlillah juga boleh memanfaatkan fasilitas mobil 
layanan umat. Pernyataan ini dapat dilihat di bab IV halaman 59. 
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Menurut penulis bentuk pendistribusian yang diberikan oleh 
LAZISMU PDM Surakarta kepada asnaf sabῑlillah ini sudah sesuai 
dengan teori sifat mobilitas anggran dana zakat untuk pendidikan dan 
dakwah, anggaran dana zakat untuk anggaran pembelanjaan negara. 
Pernyataan ini dapat dilihat di bab II halaman 25. Adapun Fasilitas 
mobil layanan umat yang digunakan oleh sabῑlillah yaitu untuk 
kegiatan transfortasi untuk memperlancar kegiatan dakwahnya, oleh 
karena itu masuk pada anggaran pendidikan dan dakwah. 
3.2.3.6 Ibnu sabῑl 
Dana zakat yang diberikan pada asnaf ini berupa pemberian tiket 
pulang ke tempat asal dan antar langsung ke tempat tujuan dengan 
mobil layanan umat. Pernyataan ini dapat dilihat di bab IV halaman 
59. 
Pendistribusian kepada ibnu sabῑl menurut penulis sudah sesuai, 
karena dalam sifat mobilitas anggaran dana zakat bagi ibnu sabῑl 
digunakan dana dari anggaran bagi ibnu sabῑl, kesulitan dalam 
perjalanan, menuntut ilmu dan lain-lain program khusus yang sangat 
memerlukan pemecahan mendesak. Pernyataan ini dapat dilihat pada 
bab II halaman 25. 
3.3 Analisis Bentuk Pendayagunaan Zakat LAZISMU PDM Surakarta 
Pendayagunaan merupakan bentuk kegiatan pendistribusian yang dapat 
mendatangkan manfaat atau hasil. Zakat sendiri merupakan bentuk kegiatan 
kebijakan fiskal yang Islami yang dalam pendistribusiannya harus bisa 
mendatangkan kamanfaatan atau kemaslahatan bagi masyarakat muslim 
terutama kaum yang membutuhkan (mustahik zakat). Oleh sebab itu sudah 
saatnya zakat didistribusikan dalam bentuk bantuan-bantuan yang bersifat 
produktif. 
Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh LAZISMU PDM Surakarta 
terbagi kepada tiga bentuk pendistribusian: 
3.3.1 Konsumtif 
3.3.1.1 Konsumtif Tradisional 
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Bentuk pendistribusian dana zakat berbentuk konsumtif 
tradisional LAZISMU PDM Surakarta berupa pemberian pemenuhan 
sembilan pokok kebutuhan yang diberikan kepada fakir-miskin-
hambasahaya dan pemberian tiket pulang yang diberikan kepada ibnu 
sabῑl. 
Pendistribusian zakat dalam bentuk konsumtif merupakan 
kegiatan pola jangka pendek dalam mengatasi permasalahan di 
masyarakat. Pernyataan ini dapat dilihat di bab II halaman 22. 
3.3.1.2 Konsumtif Kreatif 
Bentuk pendistribusian dana zakat berbentuk konsumtif kreatif 
LAZISMU PDM Surakarta berupa pemberian beasiswa kepada fakir-
miskin-hamba sahaya dan bantuan operasional kepada sabῑlillah berupa 
bantuan dana untuk kegiatan majlis dan ortom. 
Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk beasiswa kepada fakir-
miskin dan hambasahaya merupakan salah satu cara mengatasi 
permasalahan ekonomi. Pernyataan ini dapat dilihat dalam bab II 
halaman 23. Pemberian bantuan berupa operasional kepada sabῑlillah 
juga menurut penulis dapat digolongkan pada pemberian secara 
konsumtif kreatif, karena secara umum menurut pendapat penulis dari 
hasil membaca dan mengamati dalam uraian yang menjelaskan 
mengenai konsumtif kreatif dapat ditarik kesimpulan bahwa yang di 
maksud dengan konsumtif kreatif ialah merupakan sarana yang 
berbentuk konsumtif yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan 
yang dapat meringankan kebutuhan para asnaf.  
3.3.1.3 Produktif Kreatif 
LAZISMU PDM Surakarta memberi pinjaman modal usaha tanpa 
bunga kepada mu’allaf yang hendak mengadakan usaha berjualan cilok. 
Pernyataan ini dapat dilihat pada bab IV halaman 63. 
Pendistribusian metode produktif kreati dalam teori menyatakan 
bahwa dana zakat yang diberikan diwujudkan dalam bentuk pemberian 
modal bergilir, baik untuk proyek sosial, pengembangan para pedagang, 
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kelompok atau usaha kecil, sehingga mustahiq diharapkan mampu 
mengembangkan usaha yang dimiliki sehingga dapat merubah 
kehidupannya secara ekonomi. Pernyataan ini dapat dilihat dalam bab II 
halaman 23-24. 
3.3.1.4 Pemberdayaan Zakat untuk Usaha-Usaha Produktif 
Bentuk pemberdayaan zakat untuk usaha produktif yang dilakukan 
oleh LAZISMU PDM Surakarta berbentuk: 
3.3.1.4.1 Bantuan beasiswa yang diberikan pada golongan fakir-
miskin, hambasahaya dan mu’allaf. 
3.3.1.4.2 Pemberian dana insentif (beaguru) kepada guru madrasah 
(sabῑlillah) 
3.3.1.4.3 Pemberian Pelatihan keterampilan dalam hal ini LAZISMU 
PDM Surakarta memberikannya dalam kegiatan pelatihan 
kader ᾱmil. 
3.3.1.4.4 Layanan kesehatan berupa pemberian pengobatan gratis 
dan pemberian nutrisi tambahan bagi balita yang diberikan 
kepada golongan fakir-miskin, hambasahaya,mu’allaf dan 
gᾱrim. 
Pernyataan di atas dapat di singkronkan dengan teori yang terdapat di 
bab II halaman 30. 
3.4 Prioritas Pendistribusian Zakat LAZISMU PDM Surakarta 
Menurut  Hasbi Ash Shiddieqi, delapan asnaf memang merupakan 
kelompok orang yang harus diberdayakan dan diperhatikan baik dari segi 
kehidupan sosial maupun status sosialnya dengan prioritas fakir-miskin. 
Pernyataan ini dapat dilihat di bab II halaman 27. 
LAZISMU PDM Surakarta dalam laporan dana zakat LAZISMU PDM 
Surakarta banyak menyalurkan dana zakatnya pada asnaf fakir-miskin. Dana 
zakat LAZISMU PDM Surakarta pada tahun 2016 secara keseluruhan yang 
disalurkan kepada delapan asnaf sebesar Rp. 209.048.004 dan sabanyak Rp. 
161.195.544 dananya disalurkan kepada fakir-miskin. Pernyataan ini dapat 
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dilihat di bab IV halaman 64. Jadi hampir setengah lebih dari dana zakat 
LAZISMU PDM Surakarta disalurkan kepada fakir-miskin. 
Maka dalam prioritas pemberian zakat, LAZISMU PDM Surakarta 
telah sesuia dengan penjelasan teori yang ada.  
3.5 Analisis kesuaian dengan Tujuan Pengelolaan Zakat 
Dari hasil analisis bentuk pengelolaan dana zakat untuk asnaf diatas 
apabila ditinjau dari tujuan pengelolaan zakat menurut Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pada pasal 3, pengelolaan 
zakat di LAZISMU PDM Surakarta menurut penulis sudah melakukan 
kegiatan guna meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan dalam 
pengelolaan zakat pada kegiatan penghimpunan dana zakat berupa pelayanan 
jemput zakat 24 jam, pembuka konter penerimaan zakat dan layanan transfer 
zakat via rekening bank. Pernyataan ini dapat di singkronkan antara deskripsi 
data di bab IV halaman 47-48 dengan teori yang terdapat di bab II halaman 
31.  
Dalam bentuk pendistribusian dana zakat LAZISMU PDM Surakarta 
kepada masyarakat menurut penulis sudah sesuai, namun belum sepenuhnya 
mencapai harapkan pemerintah yang tercantum dalam Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pada pasal 3, yang 
menyatakan zakat harus didistribusikan guna meningkatkan manfaat zakat 
untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan 
kemiskinan. Bentuk pemberian zakat oleh LAZISMU PDM Surakarta baru 
mencapai pada pemberian manfaat zakat, karena zakat yang banyak 
didistribusikan dimasyarakat oleh LAZISMU PDM Surakarta kebanyakan  
dapat digolongkan pada bentuk zakat untuk usaha kegiatan produktif  dan 
dalam bentuk zakat bersifat konsumtif, dan minim mendistribusikan dana 






Pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 
Tentang Pengelolaan Zakat, terdapat tiga aspek penting yaitu penghimpunan, 
pendistribusian dan pendayagunaan. Dari hasil pemaparan bab demi bab, 
penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan zakat di LAZISMU 
PDM Surakarta adalah: 
4.1.1 Penghimpunan zakat LAZISMU PDM Surakarta 
Dalam pelaksanaan penghimpunan dana zakat di masyarakat, 
LAZISMU PDM Surakarta menggunakan kegiatan penghimpunan 
zakat dengan cara klasik dan modern, kegiatan penghimpunan tersebut 
sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang 
Pengelolaan Zakat pada bagian kesatu mengenai pengumpulan zakat 
pada pasal 21 ayat satu, pasal 22 dan pasal 23 ayat satu dan dua. 
LAZISMU PDM Surakarta dalam menghimpun dana zakat memberi 
keleluasaan bagi muzakki untuk menghitung kewajiban zakatnya. 
Dalam proses penerimaan dana zakat dari muzakki, LAZISMU PDM 
Surakarta memberi bukti setoran zakat kepada muzakki yang dapat 
digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. 
4.1.2 Pendistribusian zakat LAZISMU PDM Surakarta 
Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh LAZISMU PDM 
Surakarta sudah sesuia dengan syariat Islam yang terkandung dalam 
Al-Qur‟an surat At-Taubah (9) ayat 60 yaitu didistribusikan kepada 
delapan asnaf. Serta telah sesuai dengan apa yang terkandung dalam 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat 
pada bagian ketiga mengenai pendistribusian zakat pada pasal 25. 
Meskipun menurut penulis terdapat kekeliruan dalam mengalokasikan 
anggaran dana kepada asnaf, namun tidak merubah dari esensi zakat 
itu sendiri. 
Dalam pendistribusian dana zakat di masyarakat, LAZISMU PDM 
Surakarta memperioritaskan dana zakatnya kepada fakir-miskin dan 
memperhatikan prinsip pemerataan dan keadilan dengan cara survei 
lapangan pada calon penerima zakat. Pelaksanaan tersebut sudah 
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sesuia dengan  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang 
Pengelolaan Zakat pada bagian kedua mengenai pendistribusian zakat 
pada pasal 26 yang mendorong LAZ untuk menyalurkan dana 
zakatnya berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip 
pemerataan dan keadilan. 
4.1.3 Pendayagunaan Zakat LAZISMU PDM Surakarta 
Pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh LAZISMU PDM 
Surakarta meliputi kegiatan konsumtif tradisional berupa pemberian 
pemenuhan kebutuhan sembilan pokok dan pemberian tiket pulang 
bagi ibnu sabil, konsumtif kreatif berupa pemberian beasiswa dan 
pemberian dana oprasional bagi majelis dan ortom. 
Selain pemberian konsumtif, LAZISMU PDM Surakarta juga 
menyalurkan dana zakatnya dalam bentuk produktif kreatif yaitu 
dengan memberi pinjaman modal usaha. Adapula pengalokasian dana 
zakat untuk usaha produktif yaitu berupa pengobatan grati, perawatan 
kesehatan, pelatihan kader ᾱmil dan pemberian beaguru untuk guru 
madrasah. 
Dengan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa kebanyakan dana 
zakat yang didistribusikan oleh LAZISMU PDM Surakarta kepada 
masyarakat berbentuk kegiatan konsumtif dan usaha menuju kegiatan 
produktif. Akan tetapi minim mendistribusikan dana zakatnya untuk 
kegiatan produktif yang dapat menangani kemiskinan dan dapat 
meningatkan kualitas umat, sebagaimana maksud pendayagunaan 
zakat yang terkadung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 
Tentang Pengelolaan Zakat pada bagian ketiga mengenai 
pendayagunaan zakat pada pasal 27 ayat satu.  
4.2 Saran 
4.2.1 Saran yang diberikan penulis kepada LAZISMU PDM Surakarta 
adalah sebagai berikut: 
4.2.1.1 Didalam pengarsipan data berupa laporan keuangan, 
LAZISMU PDM Surakarta sudah bagus dalam merinci laporan 
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keuangan yang didistribusikan kepada setiap asnaf, namun 
dalam pelaporan keuangan berupa saldo awal pertahun, 
pemasukan dan pengeluaran dana zakat hendaknya LAZISMU 
PDM Surakarta melaporkannya dalam bentuk 
pertanggungjawaban pertahun secara terpisah dengan tahun-
tahun sebelumnya, agar laporan tersebut dapat diamati dan 
difahami dengan mudah. Kemudian hendaknya LAZISMU 
PDM Surakarta mencantumkan sumber dana zakat yang 
diperoleh pada setiap tahunnya dari donatur zakat, baik berupa 
perorangan maupun lembaga, agar dapat diketahui mobilitas 
pertumbuhan kesadaran zakat di masyarakat. 
4.2.1.2 LAZISMU PDM Surakarta diharapkan lebih selektif lagi dalam 
memadukan antara kegiatan pendistribusian dana zakat 
terhadap alokasi dana zakat untuk asnaf yang dituju dalam 
kegiatan tersebut, yaitu dengan mengkaji ulang setiap kegiatan 
pengalokasian dana zakat untuk asnaf dengan memperhatikan 
kesesuaiannya dengan pengertian setiap asnaf itu sendiri, serta 
memperhatikan teori tentang mobilitas anggaran dana zakat 
serta teori tentang prioritas pendayagunaan zakat kepada asnaf, 
agar anggaran dana zakat yang didistribusikan melalui kegiatan 
untuk para asnaf dapat optimal dan lebih tepat sasaran.  
4.2.1.3 Diharapkan LAZISMU PDM Surakarta untuk tahun 
selanjutnya lebih banyak lagi mengalokasikan dana zakatnya 
dalam bentuk-bentuk pendistribusian secara produktif kepada 
masyarakat, seperti banyak mengadakan pelatihan 
kewirausahaan dan pemberian modal bergilir kepada 
masyarakat. 
4.2.2 Saran untuk Lembaga-Lembaga Amil Zakat 
Supaya meniru kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh 
LAZISMU PDM Surakarta yaitu berupa kegiatan door to door, 
melalui kegiatan forum zamaah pengajian, melalui media elektronik, 
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supaya masyarakat selalu tersadarkan untuk menunaikan kewajiban 
zakatnya dan meniru kegiatan penghimpunan zakat dengan layanan 
jemput zakat 24 jam, sehingga masyarakat dapat diberi kemudahan 
dalam menyalurkan zakatnya tanpa harus mendatangi konter 
penerimaan zakat kapanpun mereka hendaki. 
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